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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa,
negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan
berkeadilan;

b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4359);

3. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni
Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A

Di  lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan
pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-
Undang.

3. Ketentuan . . .
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
wilayah kabupaten/kota.

(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota
provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi,
dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan
tugas kekuasaan kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian,
serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim

dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

7. Ketentuan . . .



7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut;:

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan
agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

.8 R
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warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam;

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela; dan

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya,
atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai
negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25
(dua puluh lima) tahun.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua
pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat
10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi
agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a.

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf g, dan huruf h;

berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai
ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15
(lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan
agama; dan
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d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung,.

Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi
agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima)
tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3
(tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang
pernah menjabat ketua pengadilan agama.

Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan
tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4
(empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama
atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama
yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 15

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua,
dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah
menurut agama Islam.

Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Wakil ketua dan hakim  pengadilan agama
mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan
agama.
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(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta
ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di
hadapan ketua pengadilan tinggi agama.

(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah
di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan
dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
c. pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(I) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a. permintaan sendiri;

b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama,
dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil
ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang
meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19 ...
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Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak

dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. terus-menerus melalaikan kewajiban  dalam
menjalankan tugas pekerjaannya;

d. melanggar sumpah jabatan; atau

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilakukan
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata
kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara
pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua
Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah
Agung.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan . . .
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16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap

atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat

persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati; atau

c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan
negara.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

f.  berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera
pengadilan tinggi agama; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

aoow

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi

agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf g;

b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

c. berpengalaman . . .
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c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan

agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan

tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf g;

b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam; dan

c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun
sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3
(tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama,
atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan

agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman . . .
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b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan

tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpangalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga)
tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat
sebagai wakil panitera pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti

pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
pegawai negeri pada pengadilan agama.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti

pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan)
tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi
agama.

25. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali,
pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari
jabatannya oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

(I) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
mengucapkan sumpah menurut agama Islam di
hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu
kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang

Dasar. ..
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
segala undang-undang serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang panitera, wakil panitera, panitera muda,
panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam
menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum
atau yang sederajat;

f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai jurusita pengganti; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

an o

(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf g, dan;
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua
pengadilan yang bersangkutan.

(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh
ketua pengadilan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita
pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama
Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apa
pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang
sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
segala undang-undang serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi
baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan”.

31. Ketentuan . .
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32.

33.

34.

35.
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Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali,
pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris
pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana
hukum yang menguasai hukum Islam;

berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
sehat jasmani dan rohani.

apop

R ™

Ketentuan Pasal 46 dihapus.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

36. Ketentuan . . .
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36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan walkil
sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam
di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
negara, dan pemerintah.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".

“Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan
senantiasa  mengutamakan  kepentingan  negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau
golongan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia
sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus
saya rahasiakan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan
jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara”.

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan . . .
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perkawinan;
waris;

wasiat;

hibah;

wakaf;

zakat;

infaq;

shadagah; dan
ekonomi syari'ah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa
lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa
tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal
dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 90

Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,
meliputi:

a. biaya . . .
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42.
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a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang
diperlukan untuk perkara tersebut;

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan
biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam
perkara tersebut;

c. biaya yang diperlukan untuk melakukan
pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain
yang diperlukan pengadilan dalam perkara
tersebut; dan

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain
atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan
perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan
administrasi umum pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab,
susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur
oleh Mahkamah Agung.

Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan
perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..

119



120

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NECARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama
merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat
pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan
Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar
hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu
tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan
hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di
bidang jinayah berdasarkan ganun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam
kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang
terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum
berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang
dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Dalam . . .
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Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang
merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,
sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah
dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk
dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh
karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan
Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut
secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan
finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan
demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di
lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah
Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi
ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Yang dimaksud dengan ‘“rakyat pencari keadilan”
adalah setiap orang baik warga negara Indonesia
maupun orang asing yang mencari keadilan pada
pengadilan di Indonesia.

Angka 2 . ..



Angka 2

Pasal 3 A

Angka 3

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah pengadilan syari'ah Islam yang diatur dengan
Undang-Undang. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi
Nanggroe = Aceh  Darussalam yang  dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15
ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syari'ah Islam di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama
sepanjang kewenangan-nya menyangkut kewenangan
peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan
Umum”.

Pasal 4

Angka 4

Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan
agama berada di ibukota kabupaten dan kota,
yang daerah hukumnya meliputi wilayah
kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup
kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 11

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8 . ..
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Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani
atau rohani terus-menerus” adalah sakit
yang menyebabkan yang bersangkutan
ternyata tidak mampu lagi melakukan
tugas kewajibannya dengan baik.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap”
adalah misalnya yang bersangkutan
banyak melakukan kesalahan besar dalam
menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana
kejahatan” adalah tindak pidana yang
ancaman pidananya paling singkat 1 (satu)
tahun.

Hurufb . ..



Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan
perbuatan tercela” adalah apabila hakim
yang  bersangkutan  karena sikap,
perbuatan, dan tindakannya baik di dalam
maupun di luar pengadilan merendahkan
martabat hakim.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tugas
pekerjaannya” adalah semua tugas yang
dibebankan kepada yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat
dengan alasan dipidana karena melakukan
tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan
tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 29

Cukup jelas.
Angka 20 . ..
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Angka 20
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 35
Ketentuan

Angka 26
Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 30
Pasal 41

Cukup jelas.

ini

berlaku juga bagi
panitera muda, dan panitera pengganti.

wakil panitera,

Angka 31 . ..
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Angka 31
Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 49
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Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang
perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi
syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang
beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-
hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai

dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan

undang-undang mengenai
berlaku yang dilakukan menurut
antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

perkawinan yang

syari'ah,

2. A7A80 . o



13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Shf =

izin melangsungkan perkawinan bagi orang
yang belum berusia 21 (dua puluh satu)
tahun, dalam hal orang tua wali, atau
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan
pendapat;

dispensasi kawin;

pencegahan perkawinan;

penolakan  perkawinan oleh  Pegawai
Pencatat Nikah:

pembatalan perkawinan;

gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan
istri;

perceraian karena talak;

gugatan perceraian;

. penyelesaian harta bersama;
. penguasaan anak-anak;
. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan

pendidikan anak bilamana bapak yang
seharusnya  bertanggung jawab tidak
mematuhinya;

penentuan  kewajiban memberi biaya
penghidupan oleh suami kepada bekas istri
atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
istri;

putusan tentang sah tidaknya seorang
anak:

putusan tentang pencabutan kekuasaan
orang tua;

pencabutan kekuasaan wali;

penunjukan orang lain sebagai wali oleh
pengadilan dalam hal kekuasaan seorang
wali dicabut;

penunjukan seorang wali dalam hal seorang
anak yang belum cukup umur 18 (delapan
belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya;

pembebanan kewajiban ganti kerugian atas
harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya;

penetapan asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan
hukum Islam;

putusan tentang hal penolakan pemberian
keterangan untuk melakukan perkawinan
campuran;

22, pernyataan . . .
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22. pernyataan tentang sahnya perkawinan
yang terjadi sebelum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan dijalankan menurut peraturan yang
lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘“waris” adalah
penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta  peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahli waris,
dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan
pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah
perbuatan seseorang memberikan suatu benda
atau manfaat kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah
yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan
tanpa imbalan dari seseorang atau badan
hukum kepada orang lain atau badan hukum
untuk dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘“"wakaf' adalah
perbuatan seseorang atau sekelompok orang
(wakif) untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka  waktu tertentu  sesuai dengan
kepentingannya guna  keperluan  ibadah
dan/atau  kesejahteraan umum  menurut
syari'ah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta
yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim
sesuai dengan ketentuan syariah untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hurufg. ..



Angka 38

Pasal 50
Ayat (1)

= 10 =

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan
seseorang memberikan sesuatu kepada orang
lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa
makanan, minuman, mendermakan,
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan
sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa

ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah
perbuatan seseorang memberikan sesuatu
kepada orang lain atau lembaga/badan hukum
secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap
ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala
semata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ‘“ekonomi syari'ah”
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara
lain meliputi:

bank syari‘ah;

lembaga keuangan mikro syari‘ah.

asuransi syari'ah;

reasuransi syari'ah;

reksa dana syari'ah;

obligasi syari'ah dan surat berharga
berjangka menengah syari'ah;

sekuritas syari'ah;

pembiayaan syari'ah;

pegadaian syari'ah;

dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
dan

bisnis syari'ah.

o o0 o

I ol = ol

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada
pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan
sengketa milik atau keperdataan lain yang
terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam
Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam.

Hal ini . ..
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Hal ini menghindari upaya memperlambat atau
mengulur waktu penyelesaian sengketa karena
alasan adanya sengketa milik atau keperdataan
lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang
merasa dirugikan dengan adanya gugatan di
pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan
sengketa hak milik atau keperdataan lain
tersebut  bukan yang menjadi  subjek
bersengketa di pengadilan agama, sengketa di
pengadilan agama ditunda untuk menunggu
putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di
lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika
pihak yang berkeberatan telah mengajukan
bukti ke pengadilan agama bahwa telah
didaftarkan gugatan di pengadilan negeri
terhadap objek sengketa yang sama dengan
sengketa di pengadilan agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek
dan yang tidak terkait dengan objek sengketa
yang diajukan keberatannya, pengadilan agama
tidak  perlu menangguhkan  putusannya,
terhadap objek sengketa yang tidak terkait
dimaksud.

Angka 39
Pasal 52A

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri
Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap
kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan
hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan
dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka
Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara
nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1
(satu) Syawal.

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau
nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat
dan penentuan waktu shalat.

Angka 40
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 41 . ..
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Angka 41
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 106A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4611
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Lampiran 2 Tim Penguji Proposal dan Waktu Ujian Proposal

¥ Mop 139

AN

UIN

ANTASAM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 269 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan

dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagal Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Perpres Rl No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menterl Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin,

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman
Karya limiah;

7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Karya Tulis limiah Fakultas Syariah

: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

MEMUTUSKAN

Mengangkat Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Penguji |

dan Penguji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Fikra Fargani Annajih Elfauzi

NIM : 210102010022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta

: Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Harl/Tanggal : Jumat, 7 Maret 2025
Waktu : 09:00-09:45
Tempat : Ruang Munaqasyah |

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

: Banjarmasin
: 3 Maret 2025
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Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari inl Jumat, tanggal 7 Maret 2025 pukul ...09.20  sd. 09.4y"... bertempat di Ruang
Munagasyah | Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujlan proposal atas nama:

Nama  Fikra Fargani Annajih Elfauz|

NIM . 210102010022

Prgram Studi © Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul . “"Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta"

Dengan susunan tim penguji sebagal berikut:
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. (Penguji 1)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji 1)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:

1. Diterima
{2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Pt oA Vo, oA e )
—— Lowrufan W Rl 0.2

[ |4. Ditolak dan disarankan:

—

Lco Nama Pengull Sebagal Tanda Tangan
1.|Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH, Penguji |
2.|Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. Penguji Il *

N\ Fij: Amelia Rahmaniah, MH.

A“ N
*beri tanda centang pada salah satu pllihan yanq‘t"o'lda'dﬂ',‘-“-' Kode Map 139
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Lampiran 4 Penetapan Pembimbing Skripsi

:Q‘)
&)

UIN

ANTASARI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 327 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan
keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres Rl Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi:
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman
Karya limiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Karya Tulis limiah Fakultas Syariah
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama - Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM 1 210102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2025.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan
diujikan.
Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

: Banjarmasin
: 17 Maret 2025
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Lampiran 5 Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UI.N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
VRN Telepon (0511) 3265783
L Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B-1981/Un.14/111.2/PP.00.9/06/2025 20 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal  :|zin Riset
Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : FIKRA FARGANI ANNAJIH ELFAUZI
NIM 1210102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat :JI. Panglima Batur Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah

Kab. Barito Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 19 Juni - 19 Juli 2025 dengan judul:

Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/[rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Dokumen ini telah oShSEAEA it Lk itk M 2448t etettronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
/ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
5gs PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
U lN Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id Il web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-134/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikra Fargani Annajih Elfauzi

NIM : 210102010022

Fakultas : Syariah

Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada
Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 19 Juli 2025
dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Banjarmasin, 06 Agustus 2025
3

A
= (@’a%uddi

K 10
NIP 197108211997031003




Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

¢ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

U lN JI. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

e Telp. (0511) 3265783
ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<:°> KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2786/Un.14/111.2/PP.00.9/9/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
Nama . Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM © 210102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu - 08.30-10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Penguiji | ¢ Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Keislaman)
Penguiji Il . Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji Il . Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

asin, 8 er 2025
rograM Studi,

b dul‘l\aﬁz Sairazi, SHI, MHI.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip NoO. :

34



Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an

139

o

Q

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2022/ Un.14/111.2/ PP.00.9/06/2025
Dekan Iakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

FIKRA FARGANI ANNAJIH
ELFAUZI

NIM : 210102010022
Kelahiran Muara Teweh, 10 Desember 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

_____Banjarmasin, 24 Juni 2025
K‘:‘““““oﬁ\ Dekan,

) WTAS 3y, 2 NN\
/ .(f«“_{.\’ kl'/,\\’ \

P.19710519 199703 2 001

melia Rahmaniah, M.H.JV

-



Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer
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PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN
UIN  Aamat 51 A Yani Km. 45 LL 1| Gedung Kullah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

@ PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102010022/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

FIKRA FARGANI ANNAJIH ELFAUZI
Tempat dan Tanggal Lahir :

MUARA TEWEH, 10/12/2002

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM NILAI | PREDIKAT

Microsoft Office Word 80 Amat Baik

Microsoft Office Excel 80 Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint 85 Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2023.
Banjarmasin, 4 September 2023

D& L S e S r L Ir Y twnwmvu-;umaﬂvm;tmww&mtmmmmm!—
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Lampiran 10 Sertifikat Ma’had Al-Jami’ah

Priabutebdutalultulubuututuululaluilubdatulutelututulatotululutoly (‘! shdutululutututuduly ,; Suhudatudostuy
3 \W%\\gg \&%K»@f tgéer er

c}k“ 2 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

%,: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

3 (& ANTASARI BANJARMASIN

3 UPT MA'HAD AL-JAMI’AH

§ | Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)

:}:“ U lN 3254344 e-mail: info@uin-antasar.ac.id  website: www, uln antasari ac.id

¢ﬁ\

&

paa ) Gaa )l 41“'
SERTIFIKAT MA’HAD A1.-JAMI’AH

No. B-61/Un.14/V1.4/ PP.00.9/11/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari
Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM 1210102010022
Fak/Prodi  : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap II (Periode
Oktober — November 2021) yang tinggal di Asrama Ma’had al-Jami’ah
UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya
pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta dinyatakan
LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

N 7 g TR R R 7 78 (ORI

v

)

?p{,\zr{;“h"ﬁ

T

Fe e SN I 3
e i T

Banjarmasin, 15 November 2021

hnl,l}”l‘ Ma’had al-Jami’ah
%nlpsQn Banjarmasin,

& 5

‘ .;.\A‘.

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
4,FNu'. 197801212%41004

NPUBLIK

/
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Lampiran 11 Sertifikat TOAFL

GLOBAL OPERATION

SK Kumham : AHU-0013778. AH.01.04. Tahun 2020

SK Diknas : 421.9/6251/418.20/2023

J1. Sakura No. 18 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur
Telp. 0821-3929-6496 E-muail : kampunginggris.cs @gmail.com

CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : FIKRA FARGANI ANNAJIH ELFAUZI
Place, Date of Birth : MUARA TEWEH, 10" DECEMBER 2002
Registration No : GO/5/4653/7/2025

Has successfully completed

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Prediction Test in English Skill Program

SCAN TO CONFIRM

Listening Comprehension : 520
Structure & Written Expression  : 500
Reading Comprehension : 460
Total Score 1493
Range Score (min-max) :217-677

This certificate is valid for 2 years after the date released

Global

IND(>

Kediri, 2025-07-05
irectoe-9f GO

an Lil Alamin
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Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK

L)

K \ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
*.? UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
U lN Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
e ity loeh Telepon (0511) 32625783
ANT!_\S.ARI

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER
NAMA : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM 1210102010022
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : Ganjil (IX/9)
TAHUN AKADEMIK :2025/2026
ASPEK JUMLAH NILAI
No | KEGIATAN | KEGIATAN | KOMULATIF |  KETERANGAN
1. | Aspek Pokok: 6 40 1. Sertifikat Ma’had al-
a. Aspek Jami’ah  Tahap II
Keagamaan dan (Periode Oktober —
moral Pancasila November 2021) (25)

]

Sertifikat BTA
Fakultas Syariah (2)

3. Sertifikat TKK LP2M
UIN Antasari (2)

4. Sertifikat Peserta
Seminar Nasional
PCNU, PC IPBU, PC
IPPNU Kota
Banjarmasin 2021 (6)

5. Sertifikat Peserta
Pelatihan Metode

Tartily Banjary 2024
3)

6. Sertifikat Program
Pembelajaran Tajwid

Tahsin oleh LPPQ (2)
b. Aspek 27 85 1. Peserta PBAK UIN
Akademik, Antasari Banjarmasin
penalaran  dan 2021 (2)
idealisme 2. Peserta PBAK Justitia

oleh DEMA Fakultas
Syariah 2021 (2)

3. Peserta PBAK Pioneer
oleh HMP Hukum
Keluarga Islam 2021
(2)

4. Peserta Studium
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ZA\ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Syh UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

U lN Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

ANTASARI . - il . . R
SARsAINAYA website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Generale UIN Antasari

Banjarmasin tahun
akademik  2021/2022
“Kebijakan

Kementerian ~Agama
RI dalam Menghadapi
Pandemi COVID-19”,
September 2021 (2)

5. Peserta Stadium
Generale FS UIN
dengan tema “Hukum
dan Ilmu Hukum”

2021 (2)

6. Peseta Stadium
Generale FS UIN
Antasari “Profesi

Advokat” 2022 (2)

7. Moderator Diskusi
Interaktif  “Menolak
Bungkam  Terhadap
Degradasi Moral Akan
Pelecehan Seksual
Pada Masa Kini” oleh
HMP HKI 2022 (3)

8. Moderator Pelantikan
dan Orientasi HMP
HKI 2022 (3)

9. Peserta Kuliah Umum
“Fikih Progresif:
Dinamika
Pembaharuan Hukum
Islam Melalui
Yurisprudensi”  oleh
Fakultas Syariah 2022
(2)

10. Peserta Pelatihan KTI
FS UIN Antasari 2023
(2)

11, Peserta Pelatihan KTI
HMP HKI UIN
Antasari 2021 (2)

12. Panitia GEMA HKI
2021 (2)

13. Peserta Seminar
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

U lN Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

AT

Regional

“Optimalisasi
Pendidikan ~ Kampus
Sebagai Penunjang
Terciptanya  Sarjana

Hukum yang
Berintegritas ~ Secara
Islami dan

Berwawasan  Hukum
yang Luas” oleh UKM
FKHI, 24 September
2022 4)

14, Peserta Upgrading
Skill With Duta se-
Fakultas Syariah oleh
Putera Puteri Syariah
2022 (2)

15. Pemateri  Pembekalan
Putera  Puteri HKI
2022 (3)

16. Panitia Pelaksana
Masa Orientasi  dan
Pelatihan Anggota

LPPQ tingkat
Regional Kalimantan
Selatan 2023 (2)

17. Panitia (SC) PBAK
Reformis Fakultas
Syariah 2023, 30-31
Agustus 2023 (2)

18. Notulis PBAK
Fakultas Syariah 2023
(3)

19. Presenter in the 7th
Borneo
Undergraduate
Academic Forum
(BUAF) IAIN
Palangkaraya 2023
(10)

20. Publikasi Jurnal IImiah
“Islam Banjar Sufistik;
Tasawuf Sebagai
Kontrol Sosial
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A

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

2

22,

23.

24,

26.

27.

Masyarakat ~ Banjar”
(BUAF ke-7) 2023 (7)

. Pembawa Acara

Talkshow  Beasiswa
“Bongkar Rahasia

Meraih Berasiswa
untuk Wujudkan
Mimpimu” oleh
DEMA UIN Antasari
2023 (4)

Peserta Talkshow
Beasiswa  “Bongkar
Rahasia Meraih
Berasiswa untuk

Wujudkan Mimpimu”
oleh DEMA UIN
Antasari 2023 (2)

Pemateri  Training of
Moot Court  oleh
DEMA  FS UIN
Antasari 2023 (4)

Mentor  Training of
Moot Court  oleh
DEMA FS UIN

Antasari 2023 (4)

5. Peserta Pelatihan
Paralegal oleh
Lembaga Bantuan
Hukum Borneo
Nusantara 2023 (3)
Pemateri Open

Recruitmen UKM
FKHI 2024 (3)

Peserta Seminar
Nasional “RKUHAP
Sebagai Dasar

Penegakan Hukum
Menurut  Konstitusi”
oleh Universitas
Lambung Mangkurat
2025 (6)

c. Aspek
kepemimpinan
dan loyalitas

o

. Ketua Umum UKM

FKHI 2023 (4)
Anggota Divisi Kajian
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terhadap Hukum dan PSDM
almameter, UKM FKHI 2022 (2)

negara, bangsa, 3. Anggota Divisi
dan agama Tilawah LPPQ UIN

Antasari 2023 (2)
4. Peserta Training of
Leadership LPPQ

2023 (3)

5. Ketua Pelaksana
Rumah Kafilah
Tilawatil Qur’an
tingkat Regional

Kalimantan  Selatan
oleh LPPQ 2023 (3)

2. | Aspek Penunjang 12 34 I. Wakil III  Putera
a. Aspek Antasari 2022 (2)

pemenuhan 2. Wakil Vv Putra

bakat dan minat Pariwisata Barito

Utara 2023 (4)

3. Wakil I Putera Hukum
Keluarga Islam 2022
(2)

4. Juara 1 Video Kontes
PBAK Pioneer HKI
2021 (2)

5. Juara 3 Pop Solo
GEMA HKI 2021 (2)

6. Juara 1 Lomba

Meyanyi Lagu
Nasional 17an HMP
HKI 2021 (2)

7. Juara 2 Cover Lagu
Nasional HMJ PMTK
2022 (2)

8. Juara | Lomba Syarhil
Qur'an Hari  Santri
Nasional 2022 (4)

9. Juara 1 Lomba Nasyid

Hari Santri Nasional

2022 (4)

Juara 3 Lomba Debat

Gebyar Ekonomi

Syariah 2022 (4)

11. Juara | Lomba Nasyid

10.

o
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Tingkat Jurusan HKI
oleh HMP HKI 2024
3)

12. Juara | Lomba Nasyid
tingkat Fakultas

Syariah 2024 (3)
b. Aspek 1 2 1. LPPQ Mengabdi 2023
pengabdian (2)
masyarakat
JUMLAH 51 175
Banjarmasin, 4 Agustus 2025
Dosen Pembimbing /agube'@pxdmg Kemahasiswaan dan Kerjasama
/
Dra. Hj. Fauziah Hayati L ;
NIP. 19631221 199302 2 001 NIP. 19790410 200604 1 019
Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. | (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Teweh, 10 Desember 2002
3. Agama . Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat Rumah :JI. Panglima Batur Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. HP/Email : 082213019322/fikraffae@gmail.com
8. Pendidikan
a. TK : TK Kemala Bhayangkari Muara Teweh
b. SD/MI : MIN 1 Barito Utara
c. SMP/MTS : MTsN Barito Utara
d. SMA/MA : -SMAS  Unggulan  Berbasis  Pesantren
Amanatul Ummah
-MAS NIPA RAKHA Amuntai
9. Orang Tua
a. Ayah
Nama . H. Fakhri Fauzi, S.Ag., M.H.
Pekerjaan : ASN
Alamat . JI. Panglima Batur Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah
Ibu
Nama . Hj. Rusmiati, S.Ag.
Pekerjaan - ASN
Alamat :JI. Panglima Batur Kabupaten Barito Utara,

Provinsi Kalimantan Tengah
10. Saudara (Jumlah saudara) : Dua (2) orang

11. Pengalaman Organisasi/kerja: - Rumah Belajar Bahana Batara


mailto:fikraffae@gmail.com

12. Daftar Karya limiah
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Sanggar Seni Al-Ijtihad
Let’s Ride Barito

Putera Puteri Hukum Keluarga Islam

Putera Puteri Antasari (Duta Kampus UIN
Antasari)

- Forum Kajian Hukum dan llmiah (FKHI)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

- Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-
Qur’an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin

- Duta Pariwisata Kabupaten Barito Utara

- Magang di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Banjarmasin Timur

- Magang di Kantor Pengadilan Agama
Amuntai Kelas IB

- Islam Banjar Sufistik: Tasawuf Sebagai
Kontrol Sosial Masyarakat Banjar di Masa
Depan (BUAF 7th 1AIN Palangkaraya 2023)



